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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan tentang anak 
yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum pidana positif, mekanisme 
diversi dengan pendekatan restorative justice dan pertimbangan hukum oleh 
aparat penegak hukum dari sisi normative, dalam penelitian ini termasuk jenis 
penelitian hukum normative dengen metode pendekatan kasus dan jenis data 
sekunder dengan  Penelitian yang menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri 
Surakarta Nomor: 01/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.skt dan Nomor: 08/Pen.Pid. 
Diversi/ 2016/ PN.skt. Hasil penelitian bahwa pengaturan diversi anak yang 
berhadapan dengan hukum terdapat di dalam Undang-undang Dasar, Undang-
undang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015. 
Mekanisme diversi dalam pelaksanaanya  menggunakan model victim-offender 
mediation dan informal mediation dan dalam pertimbangan aparat penegak 
hukum ada pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.  
Kata Kunci: anak yang berhadapan dengan hukum, diversi, restoratif justice 
 
ABSTRACT 
The aims of this research are to find out about arrangement of a child dealing with 
law in the positive criminal law, diversion mechanism with restorative justice 
approaches and consideration of the law by law enforcement officers from the 
normative side. This research including the types of legal research methods with 
normative case approach and secondary type data with research that uses the 
setting of District court of Surakarta Number: 01-Pen. PID. Diversion/2016/ 
URURPN.skt and number: 08/Pen. PID. Versioned/2016/URURPN.skt. Based on 
research results that the children diversion arrangements dealing with law in the 
Constitution, be found in UUD 1945, UU Children protection UU number 11 year 
2012 children's criminal justice system and Government Regulation number 65 
year 2015. In the mechanism of diversion in its implementation using a model of 
victim-offender mediation and informal and in consideration of the law 
enforcement agencies there is consideration of juridical, sociological and 
philosophical.  
 




1. PENDAHULUAN  
Undang-undang Dasar 1945 setiap anak merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah Bangsa dan Negara. Dengan 
peran anak yang penting ini, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas 
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Dan di Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak mengatakan: 
“setiap anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi”. Anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh 
dan berkembang sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum harus mendapat keadilan secara filosofis termasuk menggeser pendekatan 
hukum retributif kearah restoratif.
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Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar 
peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, 
pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan 
kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana. 
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku 
kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang 
ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini 
produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan 
pidana. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum 
mendapatkan perlakukan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus 
pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi, banyak penjara yang mencampur 
adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak.
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hakim lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang 
pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu banyak hakim yang mengabaikan 
penelitian masyarakat, Padahal tak sedikit struktur masyarakat di Indonesia yang 




Anak yang masih di bawah umur masih memiliki sifat yang labil dan 
mudah tidak terkontrol oleh keadaan dari dalam diri sendiri dan lingkungan 
sekitar, Dalam kasus faktanya di masyarakat  anak yang berhadapan dengan 
hukum masih kurang memiliki kemampuan pengendalian diri terhadap pengaruh 
lingkungan pergaulan di luar rumah yang sifatnya negatif, kurangnya pengawasan 
kedua orang tua sehingga terpengaruh oleh temen di lingkungan sekitar, dalam 
melakukan tindakan masih tergolong labil.
4
 Ketidak percayaan kepada penjara 
atau pembinaan terhadap anak tidak efektif, penulis menyimpulkan bahwa anak 
yang berhadapan hukum perlu adanya dilakukan dengan diversi di semua tingkat 
agar anak tersebut yang masih memiliki masa depan yang panjang dan masih 
perlu bimbingan kedua orang tua, apabila tidak dilakukan diversi maka banyak 
anak yang masuk ke penjara atau pembinaan dan hak-hak anak yang di jamin 
undang-undang tentang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi, sehingga 
akan menyebabkan anak secara sikis terganggu dan menjadikan anak menjadi 
bodoh dan mudah dijajah oleh orang lain dan akan berpengaruh besar terhadap 
pertumbuhan anak ketika dewasa bisa jadi anak tersebut ketika dewasa menjadi 
pelaku residivis. 
Untuk dapat memperjelas masalah skripsi ini agar pembahasaanya lebih 
terarah dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka rumusan masalah 
yaitu (1) Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Diversi terhadap Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum pada Hukum Pidana Positif di Indonesia? (2) 
Bagaimana Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui 
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Diversi di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta dalam Prespektif Undang-undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak? (3) Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan 
untuk Menyelesaikan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan 
Diversi.  
Tujuan penelitian merupakan tindakan untuk mengetahui hal yang belum 
diketahui orang dan lebih mendalami segala sesuatu yang sebelumnya belum 
diketahui. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : pertama 
tujuan obyektif: (1) Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang diversi terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum pidana positif di Indonesia. 
(2) Untuk mengetahui penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum 
melalui diversi di Wilayah Kota Surakarta. (3) Untuk mengetahui dasar 
pertimbangan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus anak yang 
berhadapan dengan hukum. Kedua tujuan subyektif: (1) Untuk mengetahui dan 
mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang di peroleh penulis di bidang 
hukum pidana anak yang berhadapan dengan hukum. (2) Untuk sebagai 
persyaratan akademis khususnya memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Manfaat penelitian adalah hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 
memberikan pemikiran yang baik bagi pembaharuan mengenai pengaturan 
tentang sistem peradilan pidana anak dalam bidang hukum pidana anak dan Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan yang 
bermanfaat kepada aparat penegak hukum, khususnya Polisi, Jaksa, Hakim dalam 
menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan diversi sesuai dengan pembaharuan 
aturan hukum yang berlaku.  
Kerangka pemikiran berawal dari munculnya pembaharuan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di 
dalamnya mengatur mengenai diversi dengan pendekatan restoratif justice apakah 
sudah sesuai dengan pembaharuan undang-undang tersebut, namun pelaksanaan 
diversi di atur dalam hukum pidana positif di Indonesia sehingga dalam 
pelaksaaan diversi memiliki dasar hukum di dalam prosesnya, dalam kasus anak 
yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan sistem 
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peradilan pidana anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratife 
justice, yang di mulai dari tingkat yaitu polisi, jaksa dan hakim wajib melakukan 
diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam diversi memiliki 
tujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosial. 
 
2. METODE 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
normative, penelitian hukum normative sama dengan penelitian doktrinal.
5
 Karena 
penelitian ini berupaya untuk menelaah tentang peraturan yang berkaitan dengan 
anak yang berhadap hukum. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan 
penulis merupakan pendekatan kasus case approach.
6
 Dalam hal ini penelitian 
melakukan kajian terhadap putusan berupa penetapan Pengadilan Negeri 
Surakarta Nomor: 01/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.skt dan Nomor: 08/Pen.Pid. 
Diversi /2016/PN.skt. Sifat penelitian deskriptif, sumber data yaitu data sekunder 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data 
kepustakaan. Metode analisis dengan kualitatif.    
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pengaturan Penyelesaian Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum pada Hukum Pidana Positif di Indonesia 
Pertama, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
di dalam Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2) untuk mendapatkan manfaat, 
mencapai persamaan dan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
perlu adanya salah satu alternatif yang harus dilakukan oleh berbagai pihak antara 
lain keluarga, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum mulai dari 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah melaksanakan 
diversi menggunakan pendekatan restorative justice, dengan adanya alternatif ini 
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maka akan berdampak bagi anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan 
keadilan dan persamaan dihadapan hukum sehingga dijauhkan dari stigmatisasi 
sebagai anak kriminal di lingkungan sekitar.  
Kedua, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan 
terhadap anak merupakan hal yang harus dilakukan untuk setiap orang, dalam 
prespektif perlindungan anak, anak harus dilihat oleh semua orang sebagai 
manusia belum dewasa, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum harus di 
berikan perlindungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan ketika anak 
berhadapan dengan hukum maka dilakukan perlindungan semenjak tingkat 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dengan baik, khususnya 
ketika di dalam penyidikan, karena dalam penyidikan merupakan pertama kali di 
lakukan penanganan kasus, sehingga anak yang sedang berhadapan dengan 
hukum maka berbeda hak anak dengan hak orang dewasa berbeda.  
Ketiga, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak pada Undang-undang Nomor 11 tahun 
2012 merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, dalam Undang-undang ini memberikan pengaturan kepada 
aparat penegak hukum yaitu Penyidik, Jaksa dan Hakim yang menangani kasus 
anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan diversi dengan pendekatan 
restorative justice dalam pertimbangannya aparat penegak hukum haruslah 
melihat dari penelitian lembaga Permasyarakatan. Diversi merupakan salah satu 
alternatif penyelesaian kasus anak yang berhadapan merupakan sebagai langkah 
maju hukum pidana untuk melindungi anak dari perampasan kemerdekaan dan 
pemidanaan sebagai upaya terakhir 
Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini merupakan hal yang baru, 
karena baru muncul ketika Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 telah di 
undangkan terlebih dahulu, baru pada tahun 2015 telah di sahkan Peraturan 
Pemerintah ini merupakan dasar pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 
tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi mengenai 
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pelaksanaan diversi anak yang berhadapan dengan hukum dan penangan anak 
yang belum berumur 12 dengan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (1).  
 
Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui 
Diversi di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta dalam Prespektif Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Diskripsi kasus  
 Pertama, kasus pencurian sepeda motor di proyek bangunan yang mana 
pelaku mendapatkan BBM dari temennya kencir dan diajak ke sebuah tempat 
proyek bangunan Kampung Gebang, RT 08, RW 25, Kel. Kadipiro, Kecamatan, 
Banjarsari, Surakarta, pelaku yang melihat kunci masih tergantung di jok motor 
membawa sepeda motor tersebut dengan menuntun hingga jauh lalu baru 
dinyalakan, pelaku agar tidak ketahuan pemiliknya mengganti plat nomor untuk 
dibawa sekolah.  
Kedua, pada  hari sabtu  Pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira 
Pukul 23.00 pelaku dan temen-temannya pergi ke HIK yang berada di dekat 
SMEA Saraswati Solo Baru, singkatnya pelaku setelah dari HIK berniat untuk 
jalan-jalan malam tetapi pada saat melewati garansi Bus RAYA ada sekelompok 
“SH TERATAI” datang secara berkelompok melihat hal itu pelaku sembunyi di 
kamar mandi dan pintu garansi dikunci, di situ pelaku melihat temennya melihat 
ada temennya Hafit dan Feri yang dikeroyok kemudian SH teratai di bubarkan 
oleh warga Kampung dan pergi tetapi ada tertinggal satu dan lari ke utara 
kampung kemudian yang lari tersebut dikejar pelaku bersama temen-temennya 
dan korban lari menuju ke gang buntu. Selanjutnya pelaku mengambil pengki 
ikrak dan dipukulkan ke bagian kepala korban sekali, kemudian Raka mengambil 
batu bata dan dipukulkan ke bagian kepala, saat itu saya pergi dan klien melihat 
Nur Prasetyo mengambil kayu balok untuk memukul korban,  
Berdasarkan kasus pencurian tersebut dilakukan mekanisme diversi 
dengan pendekatan restorative justice, pada kasus pertama menurut Penulis 
diversi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Surakarta terhadap kasus anak yang 
berhadapan dengan hukum dengan pelaku yang masih berstatus Pelajar SMK 
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Kristen 2 Surakarta kelas X dan korban Budi Raharjo, apabila dikaitkan dengan 
model mediasi menurut Barda Nawawi dapat dikategorikan sebagai mediasi 
victim-offender mediation.
7
 Mediasi antara korban dan pelaku merupakan sering 
digunakan orang dalam menyelesaikan konflik, hal ini melibatkan berbagai pihak 
yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk banyak variasi dari 
model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen 
atau kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan proses, baik pada 
tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, dan tahap pemidanaan. Sehingga 
model mediasi ini dilakukan oleh penyidik, jaksa dan hakim yang mempunyai hak 
diskresi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki 
kewenangan untuk menyelesaikan kasus tersebut.   
Penyidik dalam mengambil keputusan untuk kebaikan pelaku atas dasar 
pengakuan dari pelaku dan penelitian Lembaga Permasyarakatan, dalam kasus ini 
dilakukan diversi dengan pendekatan restorative justice antara pihak pelaku, 
keluarga pelaku, korban, BAPAS Kota Surakarta dan ketua RT pelaku, dalam 
prosesnya berhasil dilakukan diversi oleh penyidik dengan kesepakatan keluarga 
pelaku meminta maaf kepada korban agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan 
proses ke peradilan pidana, dalam model penyelesaian perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum ini merupakan Victim-offender mediation. Hal ini 
keluarga pelaku bersedia untuk memperbaiki sepeda motor yang telah di cat ulang 
oleh pelaku tersebut. Untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap maka 
kesepakatan diversi, berita acara kesepakatan diversi dan penelitian Lembaga 
Permasyarakatan dialihkan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk dilakukan 
Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam Penetapan ini Ketua Pengadilan 
kegiatan keagaman pada pelaku setiap hari harus Sholat Magrib di dekat rumah 
pelaku.  
Penyelesaian kasus kedua, menurut penulis diversi yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum baik penyidik dan jaksa penuntut umum terhadap kasus 
anak yang berhadapan dengan hukum dengan pelaku yang masih dibawah umur 
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dan perlu bimbingan orang tua dengan korban Alvian Denis Irawan, apabila 
dikaitkan dengan model mediasi menurut Barda Nawawi Arief dikategorikan 
sebagai Mediasi model informal mediation,
8
 dilaksanakan oleh personil peradilan 
pidana dilakukan oleh Jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak 
untuk melakukan penyelesaian informal, dengan tujuan utama tidak melanjutkan 
penuntutan apabila tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, karena dalam 
pelaksanaan model victim-offender information yang dilakukan oleh penyidik 
Polres Surakarta tidak berhasil maka jaksa penuntut umum mempunyai diskresi 
untuk menyelesaikan kasus agar tidak dilanjutkan ke pengadilan sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
yang mana termuat dalam Pasal 7 ayat (1).  
Proses diversi di tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Surakarta 
membuahkan hasil dengan model informal mediation bahwa pelaku, keluarga 
pelaku, korban dan keluarga korban telah terdapat kesepakatan yang mana pelaku 
akan mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 2.500.000  (dua juta lima ratus ribu 
rupiah), hasil kesepakatan yang dilakukan diversi di tingkat Penuntutan tersebut 
dibuatkan berita acara diversi, oleh jaksa penuntut umum untuk dilakukan 
penetapan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri Surakarta, agar mendapatkan 
kekuatan hukum tetap.  
 
Dasar Pertimbangan untuk Menyelesaikan Perkara Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum dengan Diversi 
Pertama, pertimbangan yuridis sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) 
setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh serta berhak atas perlidungan dan 
diskriminasi, sosiologis bahwa dalam pertimbangan selanjutnya anak tersebut 
masih sekolah di SMK Kristen 2 Surakarta, saat ini masih duduk di kelas X dalam 
mengikuti pendidikan anak tersebut belajar disekolah dengan baik, selalu 
mengerjakan PR, hormat dan taat kepada guru serta tidak pernah bermasalah 
dengan siswa lainya dan dalam melakukan tindak pidana pencurian ini baru 
pertama kali dilakukan olehnya lantaran tidak memiliki transportasi ke sekolah 
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dengan sepeda motor, sebelumya belum pernah menghadapi perkara lain selain 
perkara ini dan yang terakhir pertimbangan filosofis anak dijauhkan dari penjara 
dan stigmatisasi krmininal di lingkungannya.  
Kedua, penyidik memiliki pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh 
Penyidik sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) setiap anak 
berhak kelangsungan hidup, tumbuh serta berhak atas perlidungan dan 
diskriminasi, pertimbangan sosiologis tingkat penyidikan dilakukan diversi 
dengan model victim-offender mediation akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya 
tingkat penuntutan dilakukan diversi informal mediation pertimbangan yang 
dilakukan oleh jaksa penuntut umum hampir sama dengan di tingkat penyidikan 
bahwa anak tersebut baru melakukan tindak pidana pertam kali ini, pelaku masih 
dapat dibimbing oleh orang tua atau wali, pelaku melakukan tindak pidana karena 
adanya rasa solidaritas antar teman, pelaku melakukan tindak pidana dalam 
keadaan labil dan emosi, pelaku masih memiliki kehidupan di luar yang panjang 
dan yang terakhir apabila dalam hal ini tidak dilakukan diversi dan dilakukan 
penuntutan di Pengadilan Negeri, maka akan menimbulkan masalah yang besar 
bagi anak tersebut yaitu beban mental, dianggap sebagai anak kriminal, beban 
fiskis dan masih banyak lagi. Pada tingkat ini pertimbangan diversi yang 
dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berhasil diterima dan mendapatkan 
kesepakan kedua dan selanjutnya tujuan filosofis, anak yang berhadapan dengan 
hukum dilakukan diversi penyidik dan penuntut umum sangat memikirkan jangka 
panjang apabila anak tersebut tidak dilakukan diversi dan dilakukan proses 
peradilan pidana maka anak tersebut dalam penjara akan mendapatkan pelajaran 
tindak pidana yang lebih besar sehingga akan menimbulkan bahaya ketika anak 
tersebut keluar dari penjara sehingga anak harus dijauhkan dari penjara untuk 
tidak mendapatkan stigma negatif sebagai kriminal dilingkungannya.       
 
4. PENUTUP  
Kesimpulan  
Pertama, pengaturan penyelesaian diversi anak yang berhadapan dengan 
hukum di dalam hukum pidana positif di Indonesia di dalam Undang-undang 
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dasar Negara Republik Indonesia, UUPA, Undang-undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2015 telah mengatur mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan 
hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada diskriminasi bagi anak 
tersebut, bahwa anak berbeda dengan orang dewasa sehingga orientasinya di 
dalam undang-undang itu diatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 
dilakukan diversi dengan pendekatan restorative justice kalau di dalam istilah 
perdata mediasi, negoisasi.   
Kedua, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum 
melalui diversi dapat dilakukan oleh pihak mulai dari penyidikan, penuntutan dan 
pengadilan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam diversi aparat penegak hukum sebagai 
mediator. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam skripsi ini 
menggunakan model mediasi victim-offender mediation, merupakan model 
mediasi dilakukan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dan 
model informal mediation, yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk 
mendapatkan kesepakatan yang bulat antara para pihak yang menguntungkan anak 
demi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.  
Ketiga, aparat penegak hukum menyelesaikan perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum dengan diversi, menurut penulis dalam 
pelaksanaannya ada pertimbangan yuridis sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 ayat 
(2), sosiologis bahwa anak masih dibawah umur dan masih berstatus sebagai 




Pertama, terhadap penyidik dan Jaksa penuntut umum hendaknya dalam 
melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, 
melaksanakan sesuai dengan undang-undang akan tetapi apabila di dalam undang-
undang tidak mengaturnya maka seharusnya melakukan diskresi demi keuntungan 
anak yang berhadapan dengan hukum untuk dijauhkan dari pemenjaraan anak, 
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sehingga anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan 
sebagaimana haknya.  
Kedua, hendaknya penyidik yang menerima perkara pertama kali dalam 
memberikan pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan 
dengan hukum, lebih menjelaskan kepada pihak korban, masyarakat untuk 
dilakukan diversi secepatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan di 
dukung penelitian BAPAS mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang 
diterima oleh penyidik tidak hanya itu penyidik juga seharusnya memberikan 
gambaran mengenai dampak negatif dan positif bagi anak tersebut apabila 
dilakukan pemenjaran sehingga korban, masyarakat lebih paham.  
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